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PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

SISTEM KESEHATAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI KOTA CILEGON

bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah
satu unsur kesejahteraan vang harus diwujudkan
sesuaidengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. bahwa ftujuan pembangunan kesehatan adalah untuk

mencapai derajat keschatan yang setinggi-tingginva bagi
pengembangan sumber dava manusia serta sebagai modal

dasar bagi pelaksanaan pembangunan daerah;

. bahwa upaya pembangunan kesehatan di Kota Cilegon harus

dilandasi dengan wawasan kesehatan dengan tata kelola
yang eficktif dan produktif serta melibatkan seluruh
komponen vang bertanggungjawab terhadap

terselenggaranya keschatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Sistem Keschatan Kota;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999  tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 1l Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Cilegon.

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan

Lemhar Negara Nomar 50631,

(3) Undang ...



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), seba_gaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cilegon Tahun
2005-2025;

Dengan Persetujuan Bersama

dan

WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pergrarm Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dbt P rerdaiuran Dderail ini, yang dindaks ad dengrar

1. Kota adalah Kota Cilegon.

2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
peny/eleng_gara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon,

4. Dewan. ...



10.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang  berkedudukan  sebagai unsur  penyelenggara
Pemerintahan Dacrah.

Dinas adalah  perangkat daerah yang berwenang
melaksanakan tugas dibidang Kesehatan,

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, secara
wental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap
orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Sistem Kesehatan Kota yang selanjutnya disingkat SKK,
adalah bentuk dan cara penvelenggaraan pembangunan
kesehatan Kota.

Subsistem upaya keschatan adalah pengelolaan upaya
kesehatan yang terpadu, berkesinambungan, paripurna, dan
berkualitas, meliputi upayapeningkatan, pencegahan,
pengobatan, dan pemulihan, yang diselenggarakan guna
menjamin produktivitas masyarakat baik secara secara
ekonomi maupun sosial melalui  pencapaian  derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan
adalah pengelolaan penelitian dan pengembangan,
pemanfaatan dan penapisan teknologi dan produk
teknologi kesechatan yang diselenggarakan dan
dikoordinasikan guna memberikan data kesehatan yang
berbasis bukti untuk menjamin produktivitas masyarakat
baik secara ckonomi maupun sosial melalui pencapaian
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Subsistem pembiayaan kesehatan adalah pengelolaan
berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan
pembelan jaan dana kesehatan untuk
mendukungpenyelenggaraan pembangunan keschatan
gum menjamin produktivitas masvarakat baik secara
ekonomi maupun sosial melalui pencapaian derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

11. Subsistem ...



11. Subsistem sumber daya manusia kesehatan adalah
pengelolaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi
perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan
dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan
untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan
keschatan guna menjamin produktivitas masyarakat baik
secara ekonomi maupun sosial melalui pencapaian derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

12. Subsistem sediaan fiarmasi, alat kesehatan, dan makanan
adalah pengelolaan berbagai wupaya untuk menjamin
keamanan, khasiat/ manfaat, mutu sediaan farmasi, alat
kesehatan, dan makanan untuk mendukung
penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna menjamin
produktivitas masyarakat baik secara ekonomi maupun
sosial melalui pencapaian derajat kesehatan masyarakat
vang setinggi-tingginya. Sediaan farmasi adalah obat, bahan
obat, obat tradisional, dan kosmetika.

13. Subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan
adalah pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya
kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan
hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi
keschatan yang mendukung subsistem lainnya dari SKK
guna menjamin produktivitas masyarakat di Provinsi Banten
melalui pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya.

14. Subsistem pemberdayaan masyarakat adalah pegelolaan
peyelenggaraan  upaya  kesehatan  baik  perorangan,
kelompok, maupun masyarakat secara terencana, untuk
menjamin produktivitas masyarakat baik secara ckonomi
maupun sosial melalni pencapaian derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Fungsi
Pasal 2

Maksud SKK adalah memberikan arah, pedoman, landasan, dan
kepastian hukum  bagi setiap pemangku kepentingan
pembangunan Keschatan Kota dalam merespons berbagai
perubahan dan tantangan eksternal dan internal,

Pasal ..



Pasal3

Tujuan SKK adalah terselenggaranya pembangunan Keschatan
oleh semua potensi Kota Cilegon, baik masyarakat, swasta
maupun pemerintah dan Pemerintah Kota secara sinergis,
berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud
produktivitas masyarakat baik secara sosial maupun e¢konormi
melalui pencanaian deraiat Kesehatan masvarakat vang, setinggi-

tingginya.

Pasal 4

fungsi SKK reliputi:

a. Acuan bagi Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan urusan
Keschatan di Kota;

bh. Acuan bagi swasta dan masisarakat untuk berpartisipasi
dalam pembangunan Kesehatan Kota;

¢. Acuan bagi perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam
penyiapan sumber daya kesehatan dan memberikan masukan

ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Bagian Ketiga
Hak dan Revvajisan
Pasal 5
Setiap warga masyarakat berhak:

a. Memperoleh jaminiar pelayansan Keseliatan dan pelayanan
Kesehatan sesuai dengan kebutuhan Kesehatannya;

b. Memperoleh hingkungan hidup yang sehat; dan

¢. Berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan

Kesehatan.
Pasal 6

Warga masyaralkat berkewajiban ikut s et dalam memelihara
dan meningkatkan derajat Kesehatan perorangan, keluarga dan

lingkungannya.

Pasal ...



Pasal 7

Pemerintah Kota wajib:

a

o

Menyelenggarakan pembangunan Kesehatan sebagai salah
satu prioritas pembangunan Kota yang dilaksanakan secara
bertahap, menyeluruh dan berkesinambungan;
Menyelenggarakan pembangunan Kesehatan dengan fokus
pada penanggulangan sebab langsung, sebab tidak langsung
dan secbab mendasar kesakitan dan kematian yang dialami
pada setiap kelompok umur penduduk;

Mendorong pihak swasta ikut berperan secara aktif dalam
berbagai bentuk pembangunan Kesehatan Kota sesuai dengan
kapasitasnya;

Mengupayakan anggaran Kesehatan yang memadai dan
meningkat secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/ Kota
yangdikelola secara berdayaguna, transparan dan akuntabel
sesuaikemampuan keuangan Kota;

Menyediakan, melaksanakan, dan memelihara sarana
pelayanan Keschatan sesuai dengan kewenanganniya;
Mengkoordinasikan pembangunan Kesehatan secara lintas
sektor danlintas kewenangan untuk mencapai pembangunan
yang berwawasanKesehatan; dan

Menyrelengg arakan  upayva  promosi  Kesehatan — yang
bertujuanmeningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan untuk berperilakuhidup bersih dan sehat.

BAB 11

P, RUAING LINGKUP DAN CARA PENYELENG .GARAAN SKK

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 8

SKK  sebagai  tatanan  pembangunan  Kesehatan  Kota

dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.

b.

Per i kemanusiaan
Keseimbangan

c. Manfaat ...



¢. Manfaat

d. Perlindungan

e. Keadilan

f Penghormatan hak asasi manusia

g Sinergisme dan kemitraan yang dinamis

h. Komitmen dan tata pemerintaban yvang haik
1 Legalitas

j- Antisipatif dan proaltif

k. Respousif orde: - dan 00T LSk rinrinatil

Kearifan lokal

Bagian Kedua

Ra aing Licgk up

Pasal 9

Ruang lingkup SKK meliputi subsistem:

&
b.
c

d.

o

(1)

. Upaya kesehed aix

Penelitian dan pengembangan keschatan

. Pembiayaan kesehatan

Sumber daya manusia kesechatan
Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan
Manajemen, informasi dan regulasi kesehatan

Pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Cara Penyelenggaraan SKK
Pasat 16
Penyelenggaraan SKK  mencakup  perencanaan dan
penganggaran, penerapan standar pelayanan minimal, serta

pembinaan dan pengawasan seuai denga peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan SKK memperhatikan nilai-nilai prorakyat,
inklusif, respounsif, efektif, dan bersih.

{3) Penyelenggaraan ...
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(3) Penyelenggaraan SKK mempertimbangkan komitmen lokal,
nasional, regional dan global termasuk komponennya yang
relevan dan berpengaruh secara mendasar dan bermakna

terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Bagian Kesatu
Tujuan

L

Peisad 11

Tujuan subsistem upaya keschatan adalah terselenggaranya
upaya kesechatan yang terjangkau, bermutu, adil dan merata
untuk meniamin produktivitas masvarakat melalii pencapaian

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Bagian Kedua
U osar-U msur
Pasal 12

(1) Upaya keschatan dilaksanakan secara bersinergi dan
terintegrasi  dengan  pelavanan  keschatan  tradisional,
alternatif dan komplementer.

(2) Fasilitas pelayanan keschatan meliputi fasilitas pelayanan
keschatan  perorangan dan/fatau fasilitas  pelayanan
keschatan masyarakat, baik tingkat primer, sekunder
maupun tersier.

(3) Sumber daya upaya kesehatan meliputi sumber daya
manusia kesehatan, fasilitas kesehatan, pembiayaan, sarana
dan prasarana, sediaan fiarmasi dan alat keschatan, serta
mana jemen, informasi, dan regulasi keschatan.

(4) Pembinaan dan pengawasan upaya Kkesehatan meliputi
standarisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, dan penegakan
bukum yang dilakukan olech pemerintah Kota bersama

dengan organisasi profesi dan masyarakat.

Bagian ...



(2)

(3)

()

()

(2)

Bagian Ketiga
Prinsip-Prinsip
Pasal 13

Terpadu, berkesinambungan, dan paripurna yang meliputi
pelayanan promotif, preventif, kuratif, pecmulihan, secrta
rujukan antar tingkat pelayanan;

Tersedia sesuai kebutuhan, bermutu,aman serta terjangkau
pembiayaannya bagi setiap penduduk di seluruh wilayah
Kota Cilegon;

Adil dam merata bagi penduduk di seluruh wilayah Kota
Cilegon;

Non-diskriminasi dalam arti setiap penduduk di seluruh
wilayah Kota Cilegon harus mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai kebutuhan medis, tanpa membeda-
bedakan status sosial ekonomi, suku bangsa, budaya dan
agama, dengan tetap memperhatikan kesetaraan jender
serta perlindungan anak;

Pemanfaatan teknologi kesehatan tepat guna yang berbasis
bukti sesuai dengan kebutuhan, serta tidak bertentengan
dengan etika dan norma agama;

Bekeija di dalam tim, secara cepat dan tepat dengan
melibatkan semua pihak yang kompeten.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan
Pasal 14

Penyelenggaraan upaya kesehatan terdiri dari:

a. Pelayvanan kesehatan perorangan;

b. Pelayanan kesechatan masyarakat.

Penyelenggaraan  upaya  kesehatan  dilakukanmelalui
rujukan berjenjang, mulai dari upaya keschatan primer,
sekunder hingga tersier,sesuai dengan kebutuhan medik

dan kebutuhan kesehatan.

(3) Penyelenggaraan ...
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Penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi:

a. Pelayanan kesehatan;

b. Pelayanan  kesehatan  tradisional, alternatif dan
komplementer;

Peningkatan keschatan dan pencegahan penyakit;
Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
Pelayanan kesehatan reproduksi;

Pelayanan keluarga berencana;

Upaya kesehatan sekolah;

Upaya kesehatan olahraga;

Pelayanan kesehatan pada beneana;

Pelayyanan darah;

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;

t—‘?q“':'"t""p‘qq L I R o PR o

Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan

pendengaran;

B

. Upay a kesehatan matra;

n. Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat
kesehatan;

0. Pengamanan makanan dan minuman;

Pengamanan zat adiktif;

Pelayanan forensik klinik dan pelayanan bedah mayat;

Upaya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan

o

SRt

penyandang cacat;

w

Upayya perbaikan g iz

t. Upaya kesehatan jiwa;

u Upaya pencegahan, pengendalian, dan  pemberantasan
penyakit menular dan upaya peneegahan, pengendalian
dan penanganan penyakit tidak menular;

v. Upaya kesehatan lingkungan;

w. Upaya kesehatan kerja.

Pasal 15

P enyelenggarasan  rajukan  dedamn  poiayanan RKesehedad
perotangan meliputi rujukan kasus spesialistik dan
subspesialistik, rujukanspesimen, ataukonsultasi tentang
penyakit yang dilakukan secara berjenjang dengan
memperhatikan kendali mutu dan kendali biaya;

(2) Penyelenggaraan ...
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Penyelenggaraan rmjukan dalam pelayanan kesehatan
masyarakat meliputi rujukan  masalah  kesehatan
masyarakat terkait dengan penguatan kapasitas institusi
masyarakat, kemitraan dengan para pemangku kepentingan
kesehatan, mobilisasi sumber daya masyarakat, pendidikan
dan pelatihan teknis kesechatan serta penelitian dan
pengembangan kesehatan dengan memperhatikan efektivitas

dan eflisiensi.

Pasal 16

Penyelenggaraan upaya kesehatan primer terdiri dari pelayanan

kesehatan perorangan primer dan pelayanan kesehatan

masyarakat primer.

©5)

Pasal 17
Pelayanan J<eschatan perorangan primer sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16adalah pelayanan pengobatan dan
pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan dan
pencegahan keschatan, termasuk di dalamnya pelayanan
kebugaran dan gaya hidup sehat.
Peiayanan keschatan perorangan primer diselenggarakan
oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan
kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
Peilayanan kesehatan perorangan primer dilaksanakan
dengan dukungan pelayanan keschatan perorangan
seknunder dalam sistem rujukan yang timbal balik.
Pelayanan kesehatan perorangan primer dapat
diseienggarakan dalam  bentuk pelayanan  bergerak
(ambuiatory) atau menetap, dapat dikaitkan dengan tempat
kerija, atan  dapat  disesuaikan  dengan  kondisi
lingkunganterten tu.
Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan primer untuk
penduduk miskin dibiayai oleh Pemerintah Kota,
sedangkan penduduk tidak miskin dibiayai dalam sistem
pembiayaan vang diatur oleh Pemerintah.

Pasal ...
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Pasal 18

(1) Pelayanan kesehatan masyarakat primer sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 adalah pelayanan peningkatan
dan pencegahan Kkeschatan tanya mengabaikan pengobatan
dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok
masyarakat tertentu, atau masyarakat luas.

(2) Pelayanan kesechatan masyarakat primer diselenggarakan
oleh Dinas Kesechatan Kota yang pelaksanaannwa dapat
didelegasikan  kepada Puskesmas danjatau fasilitas
pelayanan kesechatan primer lainnya, baik milik Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta maupun
masyarakat.

(3) Pelayanan kesehatan masyarakat primer dilaksanakan
dengan dukungan pelayanan keschatan masyarakat
sekunder untuk sasaran masyarakat luas.

{41 Pelayyanan keschatan masyyarakat primer dapat
diselenggarakan dalam bentuk pelayanan di dalam gedung
atau di luar gedung (outreach), dapat dikaitkan dengan
tempat kerja, atau dapat disesuaikan dengan kondisi
lingkungan tertentu

(3) Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat primer dapat
ditanggung bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undang_an yang berlaku.

Pasal 19

Penyelenggaraan upaya kesehatan sekunder terdiri dari
pelayanan Kkesehatan perorangan sekunder dan pelayanan
kesehatan masyarakat sekunder.

Pasal 20

{1} Peayanan kes ehaton pero rangan s eltunder s ebagaimona
dimaksud dalam Pasal 19 adalah pelayanan kesehatan
spesialistik yang menerima rujukan kasus dari pelayanan
keschatan perorangan primer, yang meliputi rujukan kasus,
rujukan spesimen, dan konsultasi medik serta dapat
merujuk kembali ke fasilitas pelayanan keschatan yang
merujuk.

(2) Pelayanan ...
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Pelayanan kesehatan perorangan sekunder disclenggarakan
oleh dokter spesialis atau dokter yang sudah mendapatkan
pendidikan khusus dan mempunyai izin praktik serta
didukung tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan.
Pelayanan kesehatan perorangan sekunder diselenggarakan
di rumah sakit baik milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kota, masyarakat, maupun swasta.

Pelayanan  kesehatan  perorangan  sekunder  harus
memberikan pelayanan kesehatan yang aman, sesuai
kebutuhan pasien, efektif, efisien dan berbasis bukti serta
didukung oleh pengembangan ilmu pengetahnan dan
teknologi keschatan.

Pelayanan keschatan perorangan sekunder yang bersifat
tradisional, alternatif dan komplementer dilaksanakan
berafiliasi dengan/f atau di rumah sakit pendidikan.
Pelayanan kesehatan perorangan sekunder dapat dijadikan
sebagai wahana pendidikan dan pelatihan tenaga keschatan

sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 21

P elyaman kescg'aban masyarakat seixunder sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 mencrima rujukan dari fasilitas
pelayanan keschatan masyarakat primer untuk memperoleh
dukungan sarana, teknologi, dana dan sumber daya
manusia kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat sekunder
menjadi tanggung jawab Dinas Keschatan Kota untuk
kegiatan yang tidak dapat atau tidak optimalbila dilakukan
olehfasilitas pelayanan kesehatan masyarakat primer.
Pelayanan keschatan masyarakat sckunder diselenggarakan
di Balai Laboratoriim Kesehatan, Balai Teknik Kesehatan
Lingkungan, Balai Pengamanan Fasilitas Keschatan dan
balai kesehatan masyarakat lainnya yang dikembangkan
baik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota,
swasta maupun masyarakat, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal ...
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Pasal 22

Upaya kesehatan tersier adalah upaya keschatan rujukan
unggulan yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan

tersier dan pelayanan kesehatan masyarakat fersier.

(1)

(2)

()

()

(1)

Pasal 23

Peisyamasx K atan feiohigan ©Sier' sch agaimana
dimaksud dalam Pasal 22 menerima rujukan kasus
subspesialistik dari jenjang pelayanan keschatan di
bawahnya, dan dapat merujuk kembali ke fasilitas
pelayanan kesehatan yang merujuk.

Pelayanan kesehatan perorangan tersier diselenggarakan
oleh dokter subspesialis atau dokter spesialis yang telah
mendapatkan  pendidikan  atau  pelatiban  khusus,
mempunyai izin praktik dan didukung oleh tenaga
keschatan lainnya sesuai kebutuhan.

Pelayanan kesehatan perorangan tersier dapat dilaksanakan
di rumah sakit umum, rumah sakit khusus atan klinik
khusus, baik milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kota maupun swasta.

Fasilitas pelayanan kesehatan perorangan tersier dapat
didirikan melalui modal patungan deng an pihak asing
sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pelayanan keschatan perorangan tersier wajib
melaksanakan penclitian dan pengembangan medik dasar
maupun terapan dan dapat dijadikan sebagai pusat
pendidikan dan peclatihan tenaga kesehatan sesuai dengan
kebutuhan.

Pasal 24

Pclayanan kesehatan masyarakat tersier menerima rujukan
masalah kesehatan masyarakat dari pelayanan keschatan
masyarakat sckunder dan memberikan fasilitasi dalam
bentuk dana, sarana, teknologi, sumber daya manusia
kesehatan, dan melakukan penelitian dan pengembangan
bidang kesehatan masyarakat dan penapssan teknologi dan
produk teknologi terkait.

(2) Penyeleanggara ...
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(2} Penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat tersicr
adalah Dinas Kesehatan Provinsi, unit kerja terkait di tingkat
provinsi, Kementerian Kesehatan, dan unit kerja terkait di
tingkat nasional.

BAB IV
SUBSISTEM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 25
Tujuan subsistem penelitian dan pebgembangan keschatan
adalah terselenggaranya kegiatan penclitian, pengembangan, dan
penapisan  teknologi dan produk teknologi kesehatan, yang
ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi,
produk teknologi, dan teknologi informasi keschatan untuk
menjamin produktivitas masyarakat melalui pencapaian derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Bagian Kedua
Unsur-Unsur
Pasal 26

Subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan terdiri dari
unsur-unsur penelitian, pengembangan, dan penapisan:

-a. Biomedis dan teknologi dasar kesehatan

b. Tekmnologi terapan keschatan dan epidemiologi klinik

¢. Teknologi intervensi kesehatan masyarakat

d. Humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan

masyarakaf.

Pasal 27

Penelitian, pengembangan dan penapisan biomedis dan teknologi
dasar keschatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a
meliputi  kegiatan  riset untuk  memeeahkan masalah
keschatan dari aspek host, agent, dan lingkungan dengan
pendekatan biologi molekular, bioteknologi, dan kedokteran guna
peningkatan mutu upaya keschatan yang berhasil guna dan
berdaya guna.

Pasal ...
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Pasal 28

Penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi terapan
keschatan dan epidemiologi klinik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf bmelijouti kegiatan riset untuk menilai fiaktor
risiko penyakit, penyebab penyakit, progliosa penyakit, dan
risiko penerapan teknologi dan produk teknologi kesehatan,
termasuk obat bahan alam, terhadap manusia guna peningkatan
mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna.

Pasal 29

Penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi intervensi
kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf cmeliputi kegiatan riset untuk menilai besaran masalah
keschatan masyarakat, mengembangkan teknologi intervensi,
serta menilai reaksi lLing kungan terhaday) penerapxan teknologi
dan produk teknologi guna peningkatan mutu upaya kesehatan
yvang berhasil guna dan herdaya guna.

Pasal 30
Pen clation, penee, mbangan, dan penapisan hwmauio ra , kebijakan

kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf dmeliputi kegiatanriset untuk
menganalisis aspek sosial, ekonomi, budaya, etika, hukum,
psikologi, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan,
perilaku, peranserta masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat
guna peningkatan mutu upaya keschatan.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pagal 31
Prinsip-prinsip subsistem penelitian dan pengembangan
kesehatan adalah:
a. dilakukan  secara berkala dan sebagai kelanjutan hasil

riset sebelumnya.

b. dilakukan seeara teliti dan berbasis bukti.
e. dilakukan atas dasar persetujuan dari Pemerintah Kota.

d. dilakukan dengian melibatkan pihak terkait yang kompeten.
e. Dilakukan ...
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e. dilakukan tidak boleh bertentangan dengan norma agama dan
yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia.

f. dilakukan melalui tahapan metode ilmiah yang sesuai dengan
kebutuhan.

g dilakukan denganjaminan perlindungan etik terhadap subjek

penelitian, baik manusia maupun hewan.

Bagian Keempat
Pens relenggaraan
Pasal 32

{1) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, penapisan
teknologi dan produk teknologit kesehatan barus sesuai
dengan ketentuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)
dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, penapisan
teknologi dan produk teknologi kesehatan ditujukan untuk
meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit,
mendeteksi penvakit, meringankan  penderitaan  akibat
penyakit, menyembuhkan penyakit, memperkeeil risiko
komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit

(3) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan,
penapisanteknologi  dan  produk  teknologi  kesehatan
ditujukan untuk meningkatkan mutu kebijakan,
pereneanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian

upaya keschatan.

BABV

SLRSISTEM PEMRBIAVA AN Ki SEHATAN

Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 33

Tujuan subsistem pembiayaan kesehatan adalah tersedianya
dana kesehatan dalam jumlah yang meneukupi sesuai prioritas
pembangunan, teralokasi secara adil, merata, dan termanfaatkan
seeara berhasili guna dan berdaya guna, tersalurkan sesual
peruntukannya untuk mewujudkan masyarakat yang produktif
melalui pencapaian derajat keschatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.

Bagian ,..
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Bagian Kedua
Unsur-Unsur

Pasal34

Subsistem pembiayaan kesehatan terdiri dari unsur-unsur:

o

(2)

(3)

Dana yang digali dan terhimpun, harus dialokasikan secara
berimbang dan dibelaniakan sesuai  dengan  prioritas
pemenuhan kebutuhan pembangunan kesehatan;

Sumber daya harus tersedia dalam jumlah yang memadai
sesuali  kebutuhan untuk menyelenggarakan subsistem
pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien;

Pengelolaan dana kesehatan harus transparan, akuntabel dan
dapat diaudit sesuai peraturan perundang-undangan yang
be rlaku

Bagian Ketiga
PruEp -
Pasal35

Kecukupan pembiayaan  kesehatan  terutama  bagi
masyarakat miskin dmn tidak mampn merpakan tanggung
Bwab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kota, swasta, dan masyarakat.

Penggunaan dana keschatan untuk pembiayaan upaya
kesehatan perorangan bagi masyarakat miskin dan tidak
mampu dilakukan melalui Jaminan Pemeliharaan Keschatan
olch Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan
rerafuran pe rundang-undangan yvang berlakun.

Penggunaan dana keschatan untuk pembiayaan upaya
keschatan masyarakat dilakukan untuk pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal Kabupaten/ Kota.

Dana kesehatan yang terhimpun baik dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta maupun
masyarakat dimanfaatkan secara adil, merata, transparan,
akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yvang berlaku.

Bagian ...
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Bagian Keempat
Penyelenggaraan
Pasal36

{1) Dana nnfuk pembangunan keschatan yang bers umber dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kotadigali
melaluj pajak umum, pajak khusus, bantuan atau pinjaman
yang tidak mengikat, serta berbagai sumber lainnya sesuai
dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Dana untuk pembangunan kesehatan yang bersumber dari
swasta dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan
antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota,
dan masyarakat.

(3) Dana untuk pembangunan kesechatan yang bersumber dari
masyarakat dihimpun secara aktif oleh masyarakat sendiri
atau dilakukan secara pasif dengan memanfaatkan berbagai
dana yang sudah terkumpul di masyarakat.

() Pengalokasian dana kesehatan yang bersumber dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota
mengutamakan  prioritas  pembangunan keschatan yang
dilakukan sccara bertahap dan terus ditingkatkan jumlahnya
sehingga dapat memenuhi kebutuhan.

(5) Dalam upaya peningkatan akses dan mutu upaya kesehatan
maka pengalokasian dana kesehatan dilakukan dengan
sungguh-sungguh memperhatikan aspek teknis maupun
alokatif.

BAB VI
SURSBISTEM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 37
Tujuan  dari penyelenggaraan subsistem sumber daya
manusia kesechatan adalah tersedianya sumber daya manusia
kesehatan sesuai kebutuhan yangkompeten dan memiliki
kewenangan sesuail peraturan perundang-undangan,
terdistribusi secara adil dan merataserta dimanfaatkan secara
optimal untuk mewujudkan masyarakat yang produktif melalui
pencapaian  derajat  kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.

Bagian ...
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Bagian Kedua

Unsur-Unsur
Pasal 38

Porencaaiaan  Sam @ daya uneouses Koschatan  aftedsdn
upaya penetapan jenis, jumlah, kualifikasi, dan distribusi
tenaga keschatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan
kesehatan;

Pengadaan sumber daya manusia kesehatan adalah upaya
pendidikan tenaga keschatan dan pelatihansumber daya
manusia keschatan untukmemenuhi kebutuhan
pembangunan kesehatan;

Pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan adalah
upaya pemerataan dan pemanfaatan serta pengembangan
sumber daya manusia keschatan.

Pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia
kesehatan adalah upaya untuk  mengarahkan, memberikan
dukungan, serta mengawasi pengembangan dan
pemberdayaan mutu sumber daya manusia kesehatan.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 39

Pemenuban kebutuhan sumber daya manusia keschatan ke
seluruh  wilayah Kota harus berdasarkan keadilan,
kemerataan, demokratis, non-diskriminatif, menjunjung
tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan
kemajemukan bangsa.

Pendidikan dan  pelatihan sumber daya manusia
keschatan dilaksanakan sesuai standar kompetensi
Pembinaan, pengawasan, pendayagunaan serta
pengembangan karir sumber daya manusia KkKesehatan
dilakukan seeara objektif dan transparan berdasarkan
prestasi kexja.

Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia
keschatan harus memperhatikan adanya hierarki yang
ditetapkan berdasarkan jenis, tingkat tanggung
jawabkewenangan, kompetensi, serta keteramy ilan.

Bagian ...
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Bagian Kecmpat
Penyeclenggaraan
Pasal40

Perencanaan sumber daya manusia kesehatandidasarkan
pada data yang sahih, handal dan akurat, yang dikumpulkan
scara  berkala  melalur sistem informasikeschatan

terintegrasi penyelenggaraan upaya kesehatan.

Pengadaan sumber daya manusia kesehatanharus berasal
dari institusi pendidikan tenaga kesehatan yang akreditasi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan oleh institusi
yang terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
harus memperhatikan kebutuhan pembangunan kesehatan,
bermutu, berdaya saing global, berorientasi pada kepentingan

peserta didik (student-centered) scrta responsif jender.

Pendayagunaan — Swiiper  daya | manusia 0 kcesehatan
diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan penyclenggaraan
upaya keschatan di daerah yang tidak diminati, seperti
daerah terpencil, daerah sangat terpencil, daerah
tertinggal, daerah perbatasan, pulau-pulau terluar dan
terdepan, serta daerah bencana dan rawan konflik.

Pendayagunaan  sumber daya manusia kesehatan  warga
negara asing yang kompeten hanya dilakukan pada tingkat
konsultan pada bidang keschatan tertentu, dalam rangka
alih teknologi sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlakiy

Pepdayagunaan  sumber daya manusia kesehatan  warga
negara  asing diatur dalam peraturan daerah kota agar
tidak merugikan kepentingan sumber daya manusia
kesehatan di Kota.

Pelatihan sumber daya manusia keschatan harus secara
terus-mencrus  diselenggarakan batk untuk penyegaran

maupun peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

(8) Pembinaan ...
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(8) Pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia
kesehatan profesional dilakukan melalui uji kompetensi,
sertifikasi, registrasi, dan pemberian izin praktik dan/ atan
izin kerja,

(©) Sertifikat kompetensi tenaga kesehatan diberikan oleh
institusi pendidikan yang terakreditasi setelah  melalui  uji
kompetensi yang dikaksanakan oleh kolegium abza lembaga
uji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Registrasi tenaga keschatan d_ﬂakllkan oleh instansi
pemerintah yang berwcnang scbagai  dasar  pemberian
kewenangan melakukan praktik profesi di seluruh wilayah
Kota.

(11) Pemberian izin praktik/izin kerja bagi tenaga keschatan
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota setelah mendapatkan

rekomendasi dari organisasi profesi terkait.

T 10 X[ ] A AlA A n . AT AT T7K " B W, AAN T h
SUBSISTEM SEDMAN PARMASE ALAT KESEHATAN DAN MAKANATY

Bagian Kesatu
Tujuan

1.412
s i B

Tujuan penyelenggaraan subsistem sediman fiarmasi, alat
kesehatan, dan makanan adalah tersedianya sediaan fiarmasi, alat
kesehatan, dan makanan, yang terjangkau, amarn,
berkhasiat/bermanfaat dan  bermutu, guna  menjamin
produktivitas masyarakat melalui pencapaian derajat keschatan
masyarakat yang setinggi-tingginya.

Bagian Kedua
Unsur-Unsur
Pasal 42

(1) Sediaan fiarmasi, alat keschatan dan makanan adalah
komoditiyang harus tersedia dalam jumlah, jenis, bentuk,

dosis, khasiat, fungsi dan manfaat yang tepat.

(2) Sumber ...
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Sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang bidang
sediaan fiarmasi, alat kesehatan, dan makanan barus tersedia
dalam jumlah yang cukup di setiap jenis dan jenjang fasilitas
pelayranan keschatan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Fasilitas sediaan fiarmasi, alat keschatan, dan makanan harus
tersedia di fasilitas produksi, fasilitas distribusi dan di setiap
jenjang fasilitas pelayanan kesehatan sesual dengan

peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintalh Provinsi dan
Pemerintah Kotaharus tersedia dalam jumlah yang cukup
untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat dan
alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskindan tidak

mampn sesnai dengan peraturan pe rundang-undangan.

Pelayanan kefiarmasian harus tersedia di semua jenjang
fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin penggunaan
sediaan fiarmasi dan alat keschatan yang rasional, aman, dan

bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan harus diselenggarakan secara menyeleuruh dan
berkesinambungan untuk menjamin setap sedizaan farmasi,
alat keschatan, dan makanan yang beredar memenuhi
standar dan persyaratan keamanan, khasiat, fungsi, manfaat,
dan mutu produk sesuai dengan peraturan perundang-

nndang an.

Pemberdayaan masyarakat harus disclenggarakan secara
berkesinambungan agar masyarakat sadar, mau dan mampu
berperan aktif dalam penyediaan dan penggunaan sediaan
farmasi, alat kesehatan, dan makanan serta terhindar dari
penggunaan yang salah atau terlibat dalam penyalahgunaan.

Pemerintah kota harus menyelenggarakan oanit pelayanan
informasi yang mudah diakses untuk menangani keluban
atau pertanyaan terkait sediaan farmasi, alat keschatan dan

makanan,

Bagian...
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Bagian Ketiga
Prinsip
Pasal 43

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kotaharus
menyelenggarakan pembinaarn, pengawasatrt, darn
pengendahan secara professional dan berbasis bukti ilmiah
untuk menjamin keamanan, khasiat, fungsi, manfaat, dan
mutu sediaan fiarmasi, alat kesehatan, dan makanan yang

beredar sesuai pertauran perundang-undangan.

ey Ao - a F T LI a a_ . —am 1.2 b
taku usada bert aggung jovedb atas Keamanan, Kitasiat,

fungsi, manfaat, dan wmmtu produk sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

; Ketersediaan obat harus merata bn toajpnghau di selurub

wilayah Kota dan tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas

ekonorni semata.

Sefiagy  pelaln pelayanan  kesehatan perorangan  dan
pelayanan kesehatan masyarakat harus selalu  bertindak
rasional berdasarkan bukti ilmiah, menerapkan prinsip tepat
biaya (cost-effectivze) serta prinsip tepat manfaat {cost-benefit)

dalam pemberian obat agar memberikan hasil yang optimal.

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang
benar, lengkap, dan tidak menyesatkan tentang khasiat,
manfaat dan fungsi sedisan farmasi, alat kesehatan, dan
makanan dari produsen, distributor, dan pelaku pelayanan
kesehatan.

Potensi sumnber daya lokal, uiamanya buaiian baku obat dan
obat tradisional harus dikelola secara profesional, sistematis,
dan berkesinambunganuntuk mengurangi ketergantungan
dari sumber daya Iuar negerl serta menjadi sumber ekonomi

masyarakat dan devisa ncgara.

Bagian ...
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Bagian Keempat
Penyelenggaraan
Pasal 44

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota
menjamin  ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan
obat dan alat keschatan terutama bagi masyarakat di daerah
terpencil, daerah tertinggal dan perbatasan, daerah bencana,
dan daerah rawan konflik.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota
menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan
obat yang tidak mempunyai nilai ekonomis (orphan drug)
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota
menyelenggar = kan  pembinaan, pengawasan dan
pengendalian  terhadap pengadaan dan  penyaluran  obat
dan  glat  kesehatan untuk menjamin  ketersediaan,
pemerataan dan keterjangkauan sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota
menyelenggarakan pembinaan, | pengawasan, dan
pengendalian terhadap impor, ekspor, produksi dan dist.ri busi
sedjaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan sebagai satu
kesatuan yang utuh melalui penilaian keamanan, khasiat,
manfaat, fungsi dan mutu produk sesuai peraturan
pe rundang-nndangan.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota
melakukan tindakan represif, preventif kuratif, dan
rchahilitatif secara terpadu untuk melindungi masyatakat
dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
(NAPZA) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota
mendorong  kelompok masyarakat risiko tinggi untuk
mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggl sesuai peraturan
perundang-undangan.

Penyelengga raan pelayanan  kefar masianmeliputi peresepan
yang rasionai dan ekonomis, pemantauan penggunaan obat,
serta pemberian informasi dan saran kepada pasien.

(8) Penerapan ...
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(8) Penerapan penggunaan obat yang rasionalmelalui;
a. Penerapan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN)

b.

C.

Audit dan umpan balik dalam penggunaan obat rasional
Pengembangan mekanisme  pemantauan  ketersediaan
obat esensial

Pemberdayaan Komite Farmasi dan Terapi (KFT) di rumah
sakit;

Penerapan pendekatan farmako ekonomi pada seleksi obat
yang digunakan di semua tingkat pelayanan kesehatan;
Penyediaan informasi obat yang benar, objektif, dan
lengkap.

Pemberday/aan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi,
dan Edukasi (KIE}).

Pemberdayaansumber daya manusia kesehatan dalam
melaksanakan penggunaan obat rasional di semua fasilitas
pelayanan kesehatan.

Mengupayakan kemandirian sediaan farmasi melalui

pemanfaatan sumber daya dalam negeri melalui:

a.

Pemilihan produk yang tepat untuk pengembangan
produksi dalam negeri dengan mem pertimbangkan potensi
sumber daya dalam negeri;
Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di bidang
farmasi melalui persaingan Usaha yang adil, pemberian
insentif kebiiakan perpajakan dan perbankan, serta
kepastian proses perijinan;
Pembinaan industri fiarmasi dalam negeri agar mampu
melakukan produksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat
vang Baik (CPOB) dan dapat melakukan  usahanya
dengan efektif dan efisien schingga mempunyai daya
saing yang tinggi;
Membangun  komitmen semua pemangku
kepentinganuntuk memjorioritaskan penggunaan bahan
baku produksi dalam negeri
Peningkatan penelitian dan pengembangan bahan baku
obat, obat, dan obat tradisional;
Pengembangan pemanfaatan obat tradisional yang aman,
memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, bermutu
tinggi, dan dimanfaatkan secara luas baik untuk
pengobatan sendiri oleh masyarakat maupun digunakan
dalam pelaryanan kesehatan formal

BAB ...
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BAB VIII
SUBSISTEM MANAJEMEN, INFORMASI, DAN REGULASI KESEHATAN
Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 45
Tujuan subsistem manajemen, nfo ruasi, dan regulasi keschatan
adalah terwujudnya kebijakankesehatan yang sesuat
dengankebutuhan, berbasis bukti dan operasional,
terselenggaranya fungsi- fungsi administrasi kesechatan yang
berhasil guna, berdaya guna, dan akuntabel, serta  didukung
oleh hukum kesehatan dan sistemn informasi kesehatan untuk
menjamin produktivitas masyarakat melalui pencapaian derajat

kesehatan masvarakat yang seting_gitine ginva

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal46

(1) Kebijakan kesehatan merupakan serangkaian aturan yang
ditetapkan  sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan dalam kerangka penyelenggaraan
desentralisasi dan otonomi daerah.

(2} Administrasi kesehatanmerupakan Kkegiatan perencanaan,

peng atnran, nemhinaan, PENG_AWASAN dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan
kesehatan.

{38) Hukum kesehatan merupakan keseluruhan wperaturan

perundang-undangan di bidang keschatan untuk memberikan
perlindungan hokum baik bagi penyelenggara maupun
penerima manfaat pembangunan kesehatan.

) Informasi keschatan merupakan  hasil pengumpulan,
pengolahan dan analisis data untuk masukan dalam
pengambilan keputusan di bidang kesehatan.

Bagian ...
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Bagian Ketiga
Unsur-Unsur
Pasal 47

Penyelenggaraan manajemen, informasi, dan regulasi
keschatan harus inovatif dan kreatifagar mampu menghadapi
tantangan pembangunan keschaizn dengan lebih baik.
Kepemimpinan yang visioner di bidang kesehatan dengan
keteladanan, dan tekad kuat untuk memajukan
pembangunan kesehatan.
Pendekatan manajemen kesehatan merupakan interaksi,
transparansi, interclasi, dan interdependensi yang dinamis di
antara para pelaku pembangunan kesehatan.
Penyelengga reem  manaiemen, informasi, dan rmeulasi
keschatan harus berkesesuaian dengan Sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Penyelenggiaraan
Pasal 48
Penyelenggaraansubsistem  manajemen, informasi, dan
regulasikesehatan diselenggarakan dengan mensinergikan
unsur kebijakan, administrasi, hukum, dan informasi

kesehatan.
Penyelenggaraan proses kebijakan kesechatan dilakukan

socara optimal  dengan mengacu  kepada  kehii akan

pembangunan kesehatan nasional dan skala prioritas yang
berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan administrasi kesehat an meliputi
perencanaan, pengaturan dan pembinaan, serta pengawasan
dan pertanggungjawaban didasatkan atas wurusan wajb
bidang kesehatan yang dilaksanakan secara berdaya guna
dan berhasil guna dan terpadu

Penyelenggaraan hukum keschatan meliputi:

a. Penyusunan peraturan perundang-undangan;

b. Pembuata n dokumentasi dan informasi hu kam

c. Sinkronsasi ...
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c. Sinkronisasi dan harmonisasi hokum di tingkat pusat
provinsi dan Kota;

d. Pemberian pertimbangan dan bantuan hokum,

e. Fasilitast penegakan hukum termasuk urmyva pens’idikan
oleh penyidik pegawai negeri sipil bidang kesehatan;

f Peningkatan kesadaran hukum bagi aparatur kesehatan
dan masyarak aft;

¢. Pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan hukum
bagi masyarakat dan pemberi pelayanan keschatan dengan
memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan
internal dan eksternal, termasnk regulasi kesehatan
internasional.

(O) Penyelenggaraan subsistem informasi kesehatan adalah
untuk menyediakan informasi sahih, handal, akiirat tefdd ng

cepat, transparan secrta berhasil guna dan berdaya guna.

BAB IX
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BUBSISTE M PEIVIBER DAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasai 49
Tujuan subsistem pemberdayaan masyarakat adalah
meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup

sehat, mengatasi masalabh kesehatan secara mandini, berperan

aktif dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Bagian Kedua
U nsur-U nsur
Pasal 50

(1} Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta
dan masyarakat menjadi inisidor, motivator, dan fasilitator
pembangunan kesechatan sesuai peraturan perundang-
undangan.

(2) Sasaran ...
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Sasaran  pemberdayaan masyarakat adalah perorangan,
kelompok masyarakat, dan masyarakat luas.

Kegiatan hidup sehat harus selalu dilakukan oleh
masy/arakat. schingg a membentuk kebiasaan dan pola hidup,
tumbuh dan berkembang, melembaga dan membudaya dalam
kehidupan masvarakat.

Pemerintah, Pemerintah  Provinsi chn Pemerintah
Kotamemobilisasi potensi yang dimiliki swasta dan
masyarakat luas untuk terselenggaranya proses

pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Prinsip
Pasal 51

Pembangunan  keschatan  berbasis pada tata mnilai
perorangan, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan
keragaman sosial hudaya, kebhutnhan, permasalahan, serta
potensi masyarakat.

Pelaku  usaha  memberikan bantuan nyata dalam
pembangunan keschatan melalui corporate social
responsibility.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menumbiuhkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan menjadi penggerak
dalam pembangunan kesehatan.

Kemandirian bermakna sebagai upaya kesehatan dari, oleh,
dan untuk masyarakat dengan mengoptimaltkan pemanfaatan
sumber daya setemp at serta tidak berga ntung kepada pihak
lain.

Masyarakat mempunyai kesempatan wuntuk menerima
pembaharuan terkait kesehatan diri, keluarga, masyarakat,
dan lingknnganny a.

Penyelenggara  maupun  sebagai penerima  manfaat
pembangunan keschatan berinteraksi dalam semangat

kebersa maan, keset araan, dan saling memberi man fa at

Bagian ...
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Bagian Keempat
Penyelenggaraan

Pasal 52

) Pambo ngme n keschata n diselenggaraken oleh daii, dn

untuk masyarakat.
Perencanaan pemberdayaan masyarakat didasarkan pada
fakta dan masalah keschatan yang menjadi perhatian
masyarakat sectempat maupun masyarakat luas serta dengan
mempertimbangkan potensi sumber daya dan nilai-nilai sosial
budaya masyarakat.
Pengorganisasian dalamm pemberdayaanmasyarakat dapat
dilakukan melalui perorangan, kelompok, dan  masyarakat
luas sesual dengan kepentingannya agar berhasil guna dan
berdaya guna
Penyvelenggaraan  pemberdayaan  masyarakat dilakukan
melalui  pendekatan  tatanan. dengan memperhatikan
karakteristik dan kekhususan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mectoda yang
tepat, memantaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
berkembang, serta dengan memperhatikan nilai-nilai agama
dan sosial budaya yang berlaku.
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota
membuka akses informasi dan dialog, menyviapkan
regulasi, menylapkan masyarakat dengan membekali
pengetahuan danketerampilan bagi masyarakat, dukungan
sumber daya untuk membangun kemandirian sesuai
peraturan perundan g-undangan,
Masyarakat dapat melakukan advokasi kepada pemerintah
dan legislatif untuk mendukung atau menolak suatu
kebijakan pembangunan kesehatan.
Pemberdajyaan masyarakat dilakukan dengan kemitraan
berbagal pihak, seperti seluruh sektor terkait, lembaga
legislatif, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, perguruan
tinggi, dan masyarakat agar terwujud dukungan sumber daya
dalam pembangunan kesehatan,
Pemberdayaan masyarakat harus didukung oleh sumber daya
manusia kesehatan yang kuat, pembiayaan vang memadai,
dan dukungan berbagal sarana lain yang berkaitan,

BAB ..
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PENUTUP
Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 20 Februari 2018
Plt. WALI KOTA CILEGON,

tid
EDI ARIAD]
Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

SARI SYRYATI

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 3



